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IMPLEMENTASI PRINSIP KETERBUKAAN KEPOLISIAN RESOR
OKU SELATAN DALAM HAL PENGADUAN

OLEH MASYARAKAT
Penulis, Pembimbing Pertama,
M. IKHSANDA PUTRA Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.
011900255 Pembimbing Kedua,

ROHMAN HASYIM, S.H., M.H.

ABSTRAK
Pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penanganan Keberatan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa administrasi pengaduan di
lingkungan Polri disebut Dumas. Pemeriksaan Dumas adalah proses identifikasi
masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif
dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk menilai kebenaran atas
pengaduan masyarakat. Di Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan,
hal tersebut diarahkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Protes di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa standar penerimaan adalah
memberikan kebebasan kepada masyarakat luas untuk menjalankan haknya untuk
mendapatkan hak, adil dan tidak adil. Dengan menggunakan metodologi yuridis
empiris, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu
mengenai bagaimanakah implementasi prinsip keterbukaan Kepolisian Resor
OKU Selatan dalam hal pengaduan oleh masyarakat serta bagaimanakah faktor-
faktor penghambat implementasi atas prinsip keterbukaan Kepolisian Resor OKU
Selatan dalam hal pengaduan oleh masyarakat. Implementasi prinsip keterbukaan
Kepolisian Resor OKU Selatan dalam hal pengaduan oleh masyarakat antara lain
sebagai berikut : merespon setiap pelanggan/ pemohon yang ingin mendapatkan
pelayanan; petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat; petugas /
aparatur melakukan pelayanan dengan cermat; dan petugas / aparatur melakukan
pelayanan dengan tepat waktu. Faktor-faktor penghambat implementasi atas
prinsip keterbukaan Kepolisian Resor OKU Selatan dalam hal pengaduan oleh
masyarakat bersumber dari pegawai selaku pemberi jasa pelayanan mehpuh
sistem dan prosedur kerja belum dikuasai sepenuhnya oleh sebagian pegawai,
belum ada pengawasan ketat terhadap kmelja pegawai, serta kurangnya kesadaran
dari pegawai itu sendiri. Selain dari pegawai, masyarakat juga memegang peran
penting untuk terciptanya pelayanan yang baik dan tepat mktu. me
pemahaman dari masyarakat mengenal pmsedur dan_persyaratar
4 e '

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

DAFTAR ISI

R 5. s roa skt venvonbsmswens e kemt atnsmaie sy arest APV OAANY i
I AU . i rcustrssraseesssinssonionrinemmentonvesesmmsiomasnevisenieb iy ii
HALAMAN PENGESAHAN...........ccooonenesuesnessssessossssssssorsssssssssssssssssessensesssass iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN........oooieeeeiveeeesissseesssssssissasss iv
e bt sossssasins ssasodssss sonssss orsorasshssasainn savi somasbAbolsiuorssaRREI LI %
R BRRNIIANTAR.............cocoonucnsncssersossrnsssessesssassssassssssesnsnssnssnssstsssutusassssnss vi
B itk koo osibsies memssbasocssenssnemsrsasetear aesasosensssssssssalsitsisipaeammastl ix

B Lty Belakang..........c.o.onsssasscessessessonssrssassrsessasnssssssssnsipsss 1
B. Perumusan Masalali..............cccereeecmcnracsasssorsassnssssssssassassssssns 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............oeecrvrreneeesessonsesssons 5
B mng Lingkop Petielitan ........cssesssosvasssimivsssissossinser 6
B RRalop] PEnelitin. .osersomamisoimsimmsiansssenipronssinsness 7
T OperBIiOnAL .ivseussssmssssssssnmssepsrassvavsspesssansavenisnansns 10
RS Penitilionns. ... .cci-cosussusssessusssonsosonsussousapassossnonnnes 12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia.........cccccoernurunisrina 14

B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.........ccccocvvecnnne 23

iy Keterbukann ...........ccominminiaiiussesniasiaii 29
BAB III. IMPLEMENTASI PRINSIP KETERBUKAAN

KEPOLISIAN RESOR OKU SELATAN DALAM HAL
PENGADUAN OLEH MASYARAKAT

A. Implementasi Prinsip Keterbukaan Kepolisian Resor OKU

Selatan dalam Hal Pengaduan oleh Masyarakat .................. 33
B. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi atas Prinsip
Keterbukaan Kepolisian Resor OKU Selatan dalam M

paduan oleh Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BAB v

PENUTUP

A. Kesimpulan

. Betdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis
lakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi prinsip keterbukaan Kepolisian Resor OKU Selatan dalam
hal pengaduan oleh masyarakat antara lain sebagai berikut :
a) Merespon setiap pelanggan/ pemohon yang ingin mendapatkan
pelayanan;
b) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat;
¢) Petugas/ aparatur melakukan pelayanan dengan cermat;
d) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat waktu.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi atas prinsip keterbukaan
Kepolisian Resor OKU Selatan dalam hal pengaduan oleh masyarakat
bersumber dari pegawai selaku pemberi jasa pelayanan meliputi sistem

dan prosedur kerja belum dikuasai sepenuhnya oleh sebagian pegawai,
belum ada pengawasan ketat terhadap kinerja pegawai, serta kurangnya

kesadaran dari pegawai itu sendiri. Selain dari pegawai, masyarakat juga
memegang peran penting untuk terciptanya pelayanan yang baik dan
tepat waktu. Kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai prosedur
jenis pelayanan pengaduan yang m

Keterbukaan ~dalam pengurusan

. ereka urus akan
dan persyaratan dari

membuat terkendalanya Prinsip
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p. Saran
1. Pejabat di Polres OKU S i
] clatan diharapkan dapat lebih meningkatkan
pelayanan administrasi dalam hal waktu administrasi dan penyelesaian
perkara lebih di tingkatkan lagi sebagaimana diatur dalam ketentuan
Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 dalam Pengendalian

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri mengenai batas waktu

penyelenggara penyidikan, batas waktu penyelesaian perkara dihitung

sejak diterimanya surat perintah penyidikan.

2. Dalam memberikan jasa pelayanan sebaiknya petugas kepolisian diberi

an
pelatihan terkait sistem yang digunakan serta periy adanya pengawas

an memberl sanksi kepada pegawal

yang ketat terhadap kinerja pegawal ¢ i

i ke
yang tidak melaksanakan kewajibannya- Dan kep

sosialisasi terkait prosedur

mengurus pelayanan pengadual-
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